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KEPUTUSAN KEPALAY : :
K ABUPATEN SUB
MO
TEN | ANG :
 PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJARDIKDAS 9 TAHUN
D[mem mm”{“‘ \GAMA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA v
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBAN

5 . - J sk
Menimbang © ' bahwa telah dilakukan verifikasi dan meknisme sebagai “‘“““mﬁ"”;;:fﬂf::e,;ﬂ:
Jenderal Pendidikan Islam Nomor §877 Tahun 2014 temiat o o' o' 0
) Operasional Pondok Pesantren  terhadap Pondok P“““T;"" I:il:';m;::hli;:nn{nmn
beralamat di kampung Legokloa RT.21 RW.06 Desa Kasomaling
Kasomalang Kabupaten Subang: : : x
b bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinadn ;:hd;;;mmﬂagl:ﬁ |
berwenang atas penyelenygaraan Pondok Pesaniren  AT-

penvelenggara Progmm Wajardikdas 9 Tahun, perlu diterbitkan izin operasion IN
bagi ok pesaniren yang bersanghutan; el
£ hzfum;n pu‘fjmhmpn sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ‘} ‘

i Subang
menetapkan Keputusan Kcpala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
tentang lzin Penyelenggaraan Program Wajardikdas 9 tahun pads Pondok Pesantren
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PR
Kribkl
Mengingal ! Undang-undang Nimige 20 Tahun 2003 teptang sistemn Pendidikan Nasional Wil
(Lembaran Negara Republik Indoncsin Tabun 2003 MNomor 78, Tambahan AL

Lembaran \;-:_.L:'.I'n quH]k Indonesia Nomor 4301 ), o

2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan be

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 'l

Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4496) sebagsimana telah diubah ”"

dengan Peraturan Pemerinmh Nomor 32 wahun 2013 tentang Perubahan Atas l
Peraturan Pemeriniah Nomar 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan '
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran
Megara Republik Indonesin Nomor 5410),

3. Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan M
Pendidikan Keagamamn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor J
124, Tambahan Lembarm Republik Indonesia Nomar 4769},

4. Peraturan Pemeniniah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar ( Lembaran

8 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negars Republik

1 tentang Pendanaan Pendidikan (
p pdonesi _Um]mﬂs Nomor 91, Tambahan
omor 17 Tehun 2010 teniang Pengelolaan dan
» Luuhn-m_ Negara Indonesia Tahun 2010
L '.'l Nomor 5150)
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tentang Perubaha §
Pengelolaan dan Penylg
{ Lembaran Negara Hep
Lembaran Negara Republik T

7. Permturan Presiden Nomor 47 Ty
Kementerizn Megam i Herar
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahon 2014
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 e
Kementerian Negara,

8 Peraturan Presiden Nowor 24 Tahun 20
Kementerian Negarn 58 Susunan Q
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Peraturan Menter; W
Islam ( Berita Negara Renabil

Peraturan Menteri Agama Nomor "IE 20]4 tentang Satuan Pendidikan

Mwmuk Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun tentang
Pedoman 1zin Operasional Pondok Pesantren,

2 Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama. Kabupaten Subang  yang
dilaksanakan Pada tanggal  Juli 2018,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SUBANG IENTANG PUNDOK PESANIREN PENY ELENGGARA
WAJARDIKDAS 9 TAHUN.

Menetapkan Pondok Pesantren Ar-Raudhoh yang beralamat di Kp. Legokloa RT.21
RW.06 Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang berhak
untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan WAJARDIKDAS dengan Nomor
Statistik Pondok Pesantien 5.1.0.3.32.13.0065.

Pondok Pesantren dimaksud pada diktum pertama berke
menjaga nama baikelembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ki aan,
kebangsaan; kenegaraan, 3l persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Tka

Pondok Pesantren sebagmimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk
menyclenggarakan Pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan
serta perlakuan yang dibemarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh
masyarakat maupun instansi pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku selama S (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal

ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir
mk Elbﬂgﬂi Tar dimlhlll mwm bﬂ*ﬂ“jm kukm‘l
perutakhiran kembali o ay




